BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menambah wawasan mengenai etika profesi, sumpah profesi dan
peraturan profesi yang harus dilakukan saat bekerja

Menambah wawasan mengenai manajerial apotek

Menambah wawasan mengenai sistem administrasi apotek
Menambah wawasan dan tanggung jawab apoteker dalam
menjalankan praktek sebagai apoteker

Menambah wawasan mengenai pelayanan apoteker yang harus
dilakukan seperti swamedikasi, pusat informasi obat dan konseling
Saran

Apoteker diharapkan dapat selalu mengedepankan etika profesi
yang bertanggung jawab pada undang-undang dan peraturan profesi
Apoteker diharapkan selalu mengikuti perkembangan zaman untuk
selalu mengerti keadaan yang terbaru

Apoteker diharapkan bisa mengutamakan prinsip patient
oriented/mengutamakan pasien

Apoteker diharapkan bisa menjadi pemimpin dimana pun berada

terutama pada saat praktek profesi
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